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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR } TAHUN A TI\ 6,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Menimbang : a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan
struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 35 Tahun 2or7 tentang pedoman pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk peraturan Walikota
semarang tentang Perubahan atas peraturan warikota
Semarang Nomor 35 Tahun 2OIT tentang pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pubrik
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Infiormasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ; S_t tl,/ ua
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Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.
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15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor l4.Tambahan kmbaran Daerah Kota
Semarang Nomor I 14);

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
10/PER/M.KOMINFO/07I2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang
Standar l,ayanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 76);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kotra Semarang Tahun 2017
Nomor 35) diubah sebagai berikut:

l. Ketentuan ayat (1) Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1l
(l) Struktur Organisasi PPID terdiri dari:

a. Pengarah;
b. Wakil Pengarah

Penanggung jawab/Atasan PPID;
PPID Utama;
PPID Pembantu;
Bidang pendukung.

(2) Susunan Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota. ;.,
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomoi
25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupatei
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kbtamadya
Daerah. Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (l,embaran Negara Repufn<
Indonesia Tahun 1992 Nomor g9);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 I Tahun 20 10 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20Od
tentang Keterbukaan Informasi publik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tamba]-ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2016 Nomor l l4,Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentangPembinaan dan pengawasan penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor T3,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ll Tahun 2016
lentaf8 Penyelenggaraan pelayanan publik (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan
lembaran Daerah Kota Semaran**" 
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2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 1l
dijabat oleh Walikota.

(2) Wakil Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, dijabat oleh Wakil Walikota.

ayat (1) huruf a,

Pasal 11 ayat (1)

(3) Pengarah PPID dan wakil pengarah pplD sebegaimana dimaksud dalam
Pasal 1l ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai fungsi pembinaan
terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh
rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan
mekanisme yang ditentukan.

(4) Pengarah PPID dan Wakil Pengarah PPID sebagaimana dalam pasal 1l
ayat (1) hurrrf a dan huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaan
terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penanggung jawab/Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) hurufc, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penanggung jawab/Atasan PPID merupakan penentu dalam pengambilan
kebrjakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi
informasi.

(3) Penanggung jawab/Atasan PPID mempunyai fungsi dan tugas sebagai
berikut:
a. Fungsi Penanggung jawab/Atasan PPID:

1. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan
terkoordinasi;

2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukal oleh pemohon

informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
ke{a sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

4. sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi
publik; dan

5. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan
daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.

b. Ttrgas Penanggung jawab/Atasan PPID:
l. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan

informasi dan dokumentasi;
2. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan

dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon
informasi;

3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi
informasi yg dikecualikan; dan

4. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan
setiap kebijalan yg diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon
informasi. y_ f
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4. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam pasar 11 huruf d, adalah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kota
Semarang.

(2) PPID Utama mempunyai tugas antara lain:
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi dari ppID pembantu yang meliputi:l. informasi yang wajib disediakan dan diumumk".t se"a.a berkara;
2. informasi yang w4iib tersedia setiap saat;
3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;

b. menyimpan,mendokumentasikan, menyidiakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifrkasi bahan informasi publik:
d. melakukan uji konsekuensi atas info;asi yang dikecuaiikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; danf. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat.

5. Ketentuan Pasat 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kriteria PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal rl ayat (1)
huruf e adalah:
a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi

PPID Pembantu pada OpD dan BUMD; dan
b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasl

serta pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

/r
Diundangkan di Semarang
pada tanggal lLr ionu a,n
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ry. SEKRETARIS DAERA KOTA SEMARANG

KOTA SEMARANG TAHUNAT/ t 1 NOMOR

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal I'

HENDRAR PRIHADI

F

2

AG

BERITA DAERAH
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